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ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam negara demokrasi seperti Indonesia, terlebih Indonesia menganut
sistem presidensial yang disandingkan dengan sistem multipartai. Hal ini
menimbulkan permasalahan karena banyaknya partai menjadikan sistem
multipartai ekstrem sehingga koalisi di parlemen tidak stabil dan dukungan
terhadap presiden menjadi lemah. Untuk  menyederhanakan sistem
kepartaian  dan memperkuat sistem presidensial kemudian diterapkan
ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan Nomor 116/PUU-XX1/2023 memutuskan ambang batas 4%
konstitusional untuk Pemilu 2024 dan inkonstitusional untuk Pemilu
berikutnya. Putusan ini menegaskan pentingnya ambang batas yang baru
yang tidak hanya menyederhanakan sistem multipartai tetapi juga menjaga
keadilan suara dan proporsionalitas hasil pemilu sehingga dapat
merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian yuridis
normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library
research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan
undang-undang, komparatif, kasus, dan konseptual, dengan menggunakan
data sekunder yang terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-
undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan
penelitian, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan dengan
bahan tersier berupa KBI, kamus hukum, dan internet. Teknik pengolahan
dan analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis
kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua poin pembahasan. Pertama,
penerapan ambang batas parlemen berdasarkan Pasal 414 UU No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilu bertujuan untuk menyederhanakan kepartaian
bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat menurut Rousseau, yang
menyatakan bahwa kedaulatan rakyat bersifat utuh dan tidak boleh dibagi-
bagi. Dalam praktiknya, suara rakyat yang diberikan kepada partai yang tidak
lolos ambang batas tidak dihitung untuk mendapatkan kursi di parlemen.
Akibatnya, sebagian suara rakyat menjadi tidak terwakili dan terbuang
percuma. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI1/2023
menunjukkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% telah menimbulkan
disproporsionalitas. Sehingga penerapan ambang batas 0% dipandang
sebagai salah satu solusi alternatif agar semua suara dihitung dan terwakili
secara adil, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Terlebih para legislator
tidak mempunyai Grand Design untuk ambang batas yang dikatakan ideal.

Kata Kunci : Kedaulatan Rakyat, Multipartai, Ambang Batas Parlemen



ABSTRACT

General elections (Pemilu) are one form of implementing popular
sovereignty in a democratic country like Indonesia. Indonesia adopts a
presidential system alongside a multiparty system. This combination poses
challenges, as the existence of too many political parties creates an extreme
multiparty system, leading to unstable coalitions in parliament and weakening
presidential support. To simplify the party system and strengthen the
presidential system, a parliamentary threshold was introduced. The
Constitutional Court, through Decision No. 116/PUU-XXI1/2023, ruled that
the 4% threshold is constitutional for the 2024 election but unconstitutional
for subsequent elections. This decision highlights the importance of
establishing a new parliamentary threshold that not only simplifies the
multiparty system but also ensures electoral fairness and proportional
representation in accordance with the principle of popular sovereignty.

This research uses a normative juridical method with data collected
through library research. The approaches used include statutory, comparative,
case, and conceptual approaches. The data consists of secondary materials,
such as primary legal materials (laws and Constitutional Court decisions),
secondary legal materials (books and journals), and tertiary materials (legal
dictionaries, KBBI, and online sources). The data is analyzed qualitatively
and presented descriptively.

The findings of this study are divided into two main discussions. First,
the application of the parliamentary threshold under Article 414 of Law No.
7 of 2017 on General Elections aims to simplify the party system but
contradicts Rousseau's theory of popular sovereignty, which asserts that
sovereignty is indivisible. In practice, votes for parties that fail to meet the
threshold are not converted into parliamentary seats, resulting in
unrepresented and wasted votes. Second, Constitutional Court Decision No.
116/PUU-XX1/2023 shows that the 4% threshold has led to disproportionality
between vote counts and seat allocation. Therefore, implementing a 0%
threshold is seen as an alternative solution to ensure that all votes are fairly
counted and represented, in line with the principle of popular sovereignty.
Furthermore, legislators lack a clear grand design for determining an ideal
threshold.

Keywords: Popular Sovereignty, Multiparty System, Parliamentary
Threshold.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan
Umum (Pemilu) berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang
tersirat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) vyang berbunyi
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”®  menjadi landasan filosofis yang
menegaskan pentingnya demokrasi permusyawaratan dan sistem
perwakilan. Ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan, serta
pasal-pasal yang termuat dalam UUD 1945 menjadi pedoman yuridis
bagi pelaksanaan Pemilu sebagai mekanisme konstitusional yang
diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun.

Dalam siklus lima tahunan tersebut Pemilu merupakan suatu hal yang
wajib dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, salah satunya
adalah sistem yang digunakan. Di Indonesia terdapat berbagai macam
sistem Pemilu yang pernah diterapkan, salah satunya adalah sistem
perwakilan berimbang (proporsional).? Sistem pemilihan proporsional

merupakan mekanisme Pemilu di mana alokasi kursi di parlemen

! Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

2 Pakaya dkk., “Sistem Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024,”
Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 1, No. 2 2022. him. 114.



didasarkan pada perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing
partai politik peserta Pemilu, sesuai dengan proporsi suara yang diraih.
Sistem proporsional telah diterapkan dalam dua model, yaitu
proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Sistem proporsional
tertutup digunakan pada Pemilu tahun 1999 dan 2004, sedangkan sistem
proporsional terbuka diberlakukan pada Pemilu tahun 2009, 2014, 2019
dan 20243

Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955
dengan menggunakan sistem proporsional tertutup kemudian era
reformasi pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka,
sistem proporsional terbuka baru benar-benar diterapkan pada Pemilu
tahun 2009 sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
22-24/PUU-V1/2008.* Salah satu alasan mengapa sistem proporsional
terbuka (open list) diterapkan yaitu agar caleg terpilih lebih representatif
dan memiliki legitimasi yang kuat karena didukung oleh perolehan suara
terbanyak dari rakyat, sehingga sistem ini dianggap lebih demokratis
dikarenakan kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah suara tertinggi,
baik perolehan suara secara mutlak maupun relatif.> Setelah reformasi

pemilihan legislatif diselenggarakan 3 bulan sebelum pemilihan Presiden

3 1bid. him. 24.

4 Mhd. Ansor Lubis dan Anggreni Atmei Lubis, Sistem Pemilihan Umum
Prpoporsional Terbuka dan tertutup, (Purbalingga: Eureka Media Aksara ,2023), him.20.

5 Agus Riwantio, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara
Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia,” Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 1, 2015.



dan Wakil Presiden, pada Pemilu 1999 Pemilu langsung dilaksanakan
untuk memilih anggota legislatif sedangkan Presiden dan Wakil Presiden
ditunjuk oleh MPR. Pada perkembangan berikutnya sehubungan
perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD muncul gagasan untuk menyerentakkan
penyelenggaraan Pemilu legislatif dan eksekutif dengan didasari alasan
efisiensi dan dampak terhadap prefensi pemilih (cottail effect) dalam
memilih parpol maupun figur calon Presiden dan Wakil Presiden.®
Kemudian hal ini direalisasikan dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 maka Pemilu serentak mulai
diberlakukan pertama kali pada Pemilu 2019.

Pasca runtuhnya orde baru tahun 1998 menuju reformasi, kemunculan
partai politik semakin meningkat drastis.” Banyaknya jumlah partai
politik pasca reformasi merupakan konsekuensi logis dari adanya Pasal
28 E ayat (3) UUD NRI 1945 tentang kebebasan berkumpul, berserikat,
dan mengeluarkan pendapat.® Hal ini menjadi isu krusial mengingat cita-
cita reformasi dan amandemen UUD 1945 adalah memperkuat sistem

presidensial. Sedangkan sistem presidensial dianggap tidak cocok jika

¢ Didik Supriyanto, Pemilu Serentak Dalam......., him. 129.

7 Ahmad Nur Ansari dkk., “Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem

Kepartaian di Indonesia,” Journal of Social Religion Research, VI. 7: 1 (April 2022), him.

83.

8 Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI 1945.



disandingkan dengan sistem multipartai.® Terlebih Indonesia menganut
sistem multipartai ekstrem, sehingga menimbulkan polarisasi koalisi
partai di parlemen dan karakter koalisi yang terbentuk fleksibel dan tidak
permanen sehingga mengakibatkan kontrol parlemen terhadap
pemerintah terlalu mendominasi dan dapat melemahkan posisi presiden
sehingga dipandang mengganggu stabilitas pemerintahan presidensial .

Salah satu cara yang dianggap dapat memperkuat sistem presidensial
di tengah sistem multipartai ekstrem pasca reformasi dapat dilakukan
dengan menyederhanakan partai politik, salah satunya melalui penerapan
ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen (Parliamentary
Threshold) merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa
mengirimkan wakilnya di parlemen. Pemberlakuan tentang Ambang
batas parlemen merupakan sebuah kebijakan pembentuk Undang-
Undang (legal policy) yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal
policy), yang bertujuan untuk menciptakan sistem multipartai sederhana
(moderat multiparty system) agar memberikan efektivitas kinerja bagi
para wakil rakyat yang berada di parlemen. Sehingga sistem ambang
batas parlemen memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan

sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia.!

9 Isnaini, “Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Premerintahan Presidensial
Indonesia,” Journal ummat, Vol. 8: 1, (2020), him. 3.

10 Hanta Yuda AR, Presidensilisme Setengah Hati : Dari Dilema ke Kompromi,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), him. 133.

11 Debby Nauli Rafeyfa dkk.,”Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam
Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia,” Jurnal llmu Hukum, Vol. 3 (April 2024),
him. 114.



Ambang batas Parlemen sebesar 2,5% mulai diberlakukan pada
Pemilu 2009, di mana partai politik yang tidak memenuhi persentase
tersebut dari jumlah suara sah nasional tidak mendapatkan kursi di DPR.
Pada Pemilu selanjutnya tahun 2014 ambang batas parlemen meningkat
1% dari sebelumnya yakni, dari 2,5% menjadi 3,5%, sehingga partai
politik yang ingin berpartisipasi dalam perolehan kursi di DPR harus
memenuhi ambang batas 3,5% suara sah nasional, lalu Pemilu
selanjutnya pada tahun 2019 ambang batas parlemen meningkat lagi
sebesar 0,5% dari sebelumnya 3,5% menjadi 4% total suara sah
nasional.*? Kemudian untuk Pemilu 2024 masih mengadopsi kebijakan
yang sama dengan Pemilu Legislatif Tahun 2019 dengan besaran ambang
batas 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Namun seluruh partai
politik peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi
anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.'® Artinya meskipun
suatu partai politik tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan
suara sebesar 4% secara nasional, partai politik tersebut tetap memiliki
peluang untuk memperoleh kursi di DPRD Provinsi maupun DPRD
kabupaten/kota.

Sejalan  dengan eksistensi ambang batas parlemen, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XX1/2023 memastikan

konsistensi sistem Pemilu untuk mencegah terjadinya disporsionalitas

12 Ahmad Nur Ansari dkk., “Relevansi Parliamentary Threshold .....hIm. 84.

13 Debby Nauli Rafeyfa dkk.,”Pemberlakuan Parliamentary Threshold... hlm. 116.



hasil Pemilu. Permohonan yang diajukan oleh Perhimpunan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menguji Konstitusionalitas
Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang
mempersoalkan ketentuan ambang batas perolehan suara paling sedikit
4% persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Ambang batas parlemen sebesar 4% dinilai menimbulkan kontradiksi
dalam proses Pemilu dengan itu Mahkamah Konstitusi (MK) melalui
Putusan Nomor 116/PUU-XXI1/2023 mengambil sikap tegas dengan
mengabulkan sebagian permohonan provisi pemohon dan menyatakan
ketentuan ambang batas 4% suara sah nasional yang diatur dalam UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sejalan dengan
prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilu, dan melanggar kepastian
hukum yang dijamin oleh konstitusi sehingga amar putusan dalam pokok
permohonan memuat beberapa hal penting, yaitu pertama menyatakan
ambang batas parlemen 4% konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam
Pemilu legislatif 2024, kedua ambang batas 4% konstitusional bersyarat
untuk diberlakukan pada Pemilu legislatif 2029 dan Pemilu berikutnya
sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas
parlemen beserta angka atau persentase ambang batas parlemen dengan

berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.* Dalilnya karena

14 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XX1/2023.



Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar rasionalitas dalam
penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud
pasal tersebut. Besaran ambang batas parlemen tersebut juga berdampak
terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berimplikasi
pada proporsionalitas hasil pemilihan umum.*®

Titi Anggraini, Dosen bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas
Hukum Indonesia mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi
116/PUU-XXI1/2023 cukup progresif, putusan ini memandatkan
parliamentary threshold sebagaimana diatur Pasal 414 ayat (1) UU
Nomor 7 Tahun 2017 segera diubah dengan mencermati serius beberapa
hal. Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua,
perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau
persentase ambang batas parlemen menjaga proporsionalitas hasil
Pemilu. Terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak
dapat dikonversi menjadi Kkursi DPR, ketiga perubahan harus
ditempatkan dengan tujuan mewujudkan penyederhanaan partai politik,
keempat perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan
penyelenggaraan Pemilu 2029, kelima perubahan harus memenuhi asas

partisipasi publik.’® Oleh karena itu penetapan ambang batas parlemen

15 M. Husnu Abadi dkk., “Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi
Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116?PUU-XX1/2023,” Journal of Mandalika, Vol. 2,
No.2 (2024), him 184,

Bhttps://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-parliamentary-
threshold-sejalan-dengan-konstitusi-1t65e1c6006bac7/?page=all, diakses pada 15 Desember
2024, Pukul 14.55 WIB.
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yang baru menjadi urgensi untuk menjaga proporsionalitas hasil Pemilu,
menyederhanakan partai politik, dan mencegah suara terbuang, sesuai
amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XX1/2023.
Pembentukan ambang batas baru ini harus melibatkan partisipasi publik,
dan selesai sebelum tahapan Pemilu 2029. Selain itu perlu adanya
evaluasi sistem proporsional terbuka guna mengatasi kekurangan serta
kelemahan agar terciptanya pemerintahan yang mampu memerintah
(governability).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penyusun tertarik untuk
meneliti dan mengkaji pengaturan parliamentary threshold di masa
mendatang dengan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “lus
Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Yang Ideal
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-
XX/12023”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan
masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif
ditinjau berdasarkan teori kedaulatan rakyat?
2. Bagaimana pengaturan ambang batas yang ideal untuk Pemilu
proporsional di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 116/PUU-XX1/2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian



1. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

a. Untuk menguraikan bagaimana pengaturan ambang batas
parlemen dalam pemilu legislatif apabila ditinjau berdasarkan
teori kedaulatan rakyat.

b. Untuk menemukan bagaimana pengaturan ambang batas yang
ideal untuk Pemilu proporsional di Indonesia berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XX1/2023.

2. Manfaat Penelitian
Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas
maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:
a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta sumbangsih
pemikiran, ilmu pengetahuan serta menambah literatur hukum
khususnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-XXI1/2023 tentang Ambang Batas Parlemen.
b. Secara Praktis
1) Menambah Pengetahuan dan literatur hukum khususnya bagi
penyusun dan bagi pembaca pada umumnya.
2) Mampu menjadi dasar referensi atas penelitian selanjutnya
bagi akademisi, praktisi hukum, dan terkhusus para pencari
hukum.

D. Telaah Pustaka
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Telaah pustaka ini berfungsi untuk menemukan state of the art berisi
uraian gap analysis dan novelty. Setelah melakukan penelusuran dari
berbagai literatur terkait dengan “Proporsional Pemilu Legislatif dan
ambang batas yang Ideal” dan yang berkaitan dengan Putusan Nomor
116/PUU-XXI1/2023, maka penyusun menemukan beberapa karya hasil
penelitian yang memiliki kesamaan dalam menentukan tema, akan tetapi
masih terdapat perbedaan dari segi substansi penelitian, yaitu sebagai
berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayu Sawitri dari Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang
berjudul judul “Konstitusionalitas Presidential Threshold Dalam Putusan
Nomor 116/PUU-XXI1/2023.” Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap
ketentuan ambang batas parlemen 4% dan konstitusionalitas
parliamentary threshold dalam putusan 116/PUU-XXI/2023. Penulis
menyimpulkan bahwa ketentuan ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold 4% suara sah nasional yang diatur dalam UU
Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilu
dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi dan
konstitusionalitas pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-
XX1/2023 parliamentary threshold masih digunakan hanya saja

penghapusan pada ambang batas 4% karena dianggap tidak memiliki
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standar di parlemen.!’” Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
penyusun ialah fokus dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-XXI1/2023, penelitian ini fokus terhadap konstitusionalitas pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XX1/2023 dan besaran
ambang batas 4% berdasarkan UU Pemilu sedangkan penyusun ingin
meneliti mengenai bagaimana pengaturan ambang batas yang ideal dan
sistem Pemilu proporsional untuk Pemilu legislatif di Indonesia
berdasarkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-
XX1/2023.

Kedua, skripsi yang ditulis Andika Veneshio Ditha Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan
judul “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-
XX1/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu
Legislatif di Indonesia.” Penulis menyimpulkan bahwa lembaga legislatif
diharapkan melakukan penulisan khusus terhadap persentase yang sesuai
untuk menentukan perlunya penerapan ambang batas parlemen dan
apabila ingin tetap dipertahankan harus dapat memastikan persentase yang
diterapkan tidak mencederai nilai kedaulatan rakyat yang ada.'® Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya sekedar

17 Ayu Sawitri,“Konstitusionalitas Presidential Threshold Dalam Putusan Nomor
116/PUU-XX1/2023,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, (2024).

18 Andika Veneshio Ditha Fakultas ,“Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 116/PUU-XX1/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu
Legislatif Di Indonesia,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
(2024).



12

melihat pengaruh Putusan Mahkamah  Konstitusi yang memicu
pembahasan kembali Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu untuk membenahi ambang batas parlemen sedangkan
penelitian penulis meneliti tentang bagaimana penerapan pengaturan
ambang batas yang ideal untuk Pemilu 2029.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dedi Kurniawan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Penguatan
Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen
Dengan memaksimalkan angka ambang batas parlemen.” Penulis
Menyimpulkan bahwa terhadap ambang batas parlemen, hendaknya DPR
dan Pemerintah harus mengkaji ulang terkait besaran ambang batas
parlemen yang ideal untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana.
Melihat sejarah bahwa angka 2,5 - 4% masih mampu meloloskan hingga
10 partai politik ke parlemen. Salah satunya dengan cara memaksimalkan
besaran ambang batas parlemen 8 hingga 10%.° Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian penyusun, yaitu terdapat pada fokus objek yang mana
penelitian ini fokus mengenai sistem presidensial dengan penyederhanaan
partai politik dengan cara menaikkan angka ambang batas parlemen
sedangkan penelitian penyusun ingin meneliti mengenai ambang batas
yang ideal dan sistem Pemilu legislatif di Indonesia berdasarkan adanya

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI1/2023.

1 Dedi Kurniawan, “Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai
Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen,” Skripsi,
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, (2024).
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Keempat, Muhammad Saeful Mu’min dan Sanusi dalam jurnal yang
berjudul “Implikasi Ambang Batas Parlementary Threshold Terhadap
Kursi Parlemen.” Hasil penelitian ini adalah kebijakan partai politik yang
lolos ambang batas parlemen sebesar 4% mendapatkan kursi di daerah
namun tidak mendapatkan kursi di pusat dalam Parlementary Threshold
tidak ada pengaruh terhadap kebijakan partai politik yang mendapatkan
kursi di daerah, karena ambang batas Parlementary Threshold itu
digunakan untuk perhitungan suara tingkat pusat.?’ Perbedaan penelitian
ini dengan penelitian penulis adalah topik pembahasan penelitian ini
meneliti dampak ambang batas terhadap kursi parlemen sedangkan
penelitian penulis meneliti tentang bagaimana penerapan pengaturan
ambang batas yang ideal untuk Pemilu 2029.

Kelima, Ady Supriyadi dkk. dalam jurnal yang berjudul “Penafsiran
Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI1/2023 Tentang
Ambang Batas Parlemen.” Hasil penelitian ini, yaitu tafsir konstitusi
putusan Nomor 116/PUU-XX1/2023 belum didasarkan atas pertimbangan
hukum secara komprehensif terutama dalam menentukan sifat putusan
sehingga seharusnya Mahkamah berani untuk menyatakan bahwa judicial
review terhadap permohonan tersebut adalah inkonstitusional bersyarat

bukan konstitusional bersyarat, dikarenakan dua istilah tersebut berbeda

20 Muhammad Saeful Mu’min dan Sanusi, “Implikasi Ambang Batas Parlementary
Threshold Terhadap Kursi Parlemen,” Jurnal Hukum Responsif, VVol. 11, Noo 1 Februari
(2020). him. 22.
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penafsiran.?! Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak
pada tujuan dan fokus penelitian.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan, meskipun terdapat
kesamaan dalam hal pemilihan tema judul dan metode penelitian, tetap
terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan
oleh penyusun. Perbedaan tersebut terletak pada objek putusan dan teori
yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, perbedaan yang paling
menonjol dari penelitian ini adalah fokus pada kajian terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi yang objek pasalnya merupakan bagian dari
kebijakan hukum terbuka (open legal policy) oleh pembentuk Undang-

Undang.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang digunakan penyusun telah disesuaikan dengan

tema dan fokus dari penelitian yang kemudian akan dijabarkan dalam

uraian sebagai berikut:

1. Teori Kedaulatan Rakyat
Setiap masyarakat dalam suatu negara pada dasarnya mengakui
keberadaan suatu kekuasaan tertinggi yang berperan sebagai otoritas
yang mengatur dan mendominasi kehidupan mereka. Kekuasaan

tertinggi ini menjadi dasar legitimasi dalam pengelolaan kehidupan

ZLAdy Supriyadi dkk.,“Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-
XX1/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” Jurnal Ganec Swara, Vol. 18, No. 1, Maret
(2024). Him 595.
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bermasyarakat. Dalam konteks kenegaraan, kekuasaan tertinggi
tersebut dapat bersumber dari lima entitas utama yang secara teoretis
diakui sebagai pemegang kedaulatan, yaitu Tuhan, penguasa atau raja,
negara, hukum serta rakyat.??

John Locke mengemukakan gagasan bahwa negara dibentuk melalui
kontrak sosial, di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada
pemerintah untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Namun,
kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Dilihat dari penjelasan di atas
relevansi teori ini dengan penelitian penyusun ialah terletak pada
prinsip dasar bahwa seluruh sistem dan mekanisme penyelenggaraan
Pemilu, termasuk pengaturan ambang batas parlemen harus
mencerminkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam negara. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Oleh karena itu,
seluruh kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk penerapan
ambang batas parlemen, harus mencerminkan prinsip bahwa rakyat
adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala aturan Pemilu harus
bertujuan untuk mewujudkan representasi yang adil bagi aspirasi

rakyat.

22 Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan
Umum Anggota Legislatif,” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3 (Juni 2010). HIm 112.
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2. Teori Representasi Politik

Menurut Nuri Suseno dalam bukunya yang berjudul Representasi
Politik, bahwa perkembangan representasi politik dapat diamati sejauh
mana keberadaan Negara dalam pelaksanaan demokrasinya yang
sangat dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik. Viera dan
Runciman mengatakan bahwa semua negara modern saat ini
merupakan negara perwakilan. Representasi yang secara sederhana
diartikan “menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir” berubah
untuk memahami praktik politik demokrasi.?®

Menurut Hanna Pitkin dalam bukunya The Concept of
Representation, setidaknya ada 4 pandangan berbeda tentang
representasi, yakni formal, substantif, simbolis dan deskriptif.
Pandangan formal dan deskriptif melihat representasi pada way of
acting atau acting for. Sedangkan pandangan simbolis dan substantif
memandang dari way of being atau standing for. Gambaran representasi
dari Pitkin sendiri dianggap representasi tradisional karena fokus yang
kuat pada Pemilu baik pada gagasan maupun praktik serta fokus yang
kuat pada karakter dan penampilan perwakilan dari wakil di satu sisi
dan mengabaikan yang diwakili di sisi lainnya.?*

Dari uraian di atas relevansi penelitian penyusun dengan teori tersebut

adalah dalam menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi

2 Nuri Suseno, Representasi Politik, (Jakarta : Puskapol FISIP Ul, 2013) him. 6.

2 Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin,“Politik Identitas Dan Representasi
Politik,” Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 1 No. 1 (2018). hIm.38.
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Nomor 116/PUU-XXI1/2023 terhadap penerapan dalam Pemilu
proporsional. Pengaturan ambang batas ini memengaruhi kualitas
keterwakilan rakyat, terutama terkait keberagaman identitas (teori
deskriptif) dan substansi kebijakan yang mencerminkan kepentingan
masyarakat luas (teori substantif). Jika threshold terlalu tinggi, suara
partai kecil atau kelompok minoritas berisiko terabaikan, mengurangi
inklusivitas dan responsivitas parlemen terhadap rakyat (teori
responsif). Dengan demikian, teori representasi politik menjadi
kerangka untuk mengevaluasi apakah putusan Mahkamah Konstitusi
ini mendukung prinsip demokrasi yang adil dan inklusif.
3. Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan salah
satu instrumen teknis pemilu yang ditemui dalam negara-negara yang
menganut sistem pemilu proporsional, termasuk di Indonesia. August
Mellaz berpendapat bahwa threshold, electoral threshold ataupun
parliamentary threshold pada dasarnya sama ,yaitu ambang batas
(syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat
mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Kebijakan terkait
threshold juga bisa digunakan sebagai parameter untuk menentukan
kondisi demokrasi suatu negara.?® Relevansi konsep teori ini dengan

penelitian penulis adalah sebagai landasan konseptual untuk memahami

% SD. Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati, “Peberlakuan Parliamentari Threshold
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” Jurnal Pro Justitia, Vol. 1, No. 1 Februari
(2020). him 4.
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sistem ambang batas parlemen yang menjadi objek kajian dalam
putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan tujuan penerapan
ambang batas parlemen guna menciptakan sistem perwakilan yang
efektif, mengurangi fragmentasi partai, dan memperkuat sistem
presidensial. Kemudian dalam upaya merumuskan ius constituendum
tentang pengaturan ambang batas parlemen yang ideal, teori ini
memberikan kerangka analitis untuk memberikan gambaran berapa
penerapan ambang batas yang ideal untuk Pemilu legislatif 2029.
F. Metode Penelitian

Metode penelitian (research methods) merupakan suatu prosedur atau
langkah kerja ilmiah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan
penelitian, yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik objek kajian.
Metode penelitian dapat diartikan sebagai kerangka logis yang
mendasari pelaksanaan suatu penelitian. Selain itu, metode penelitian
juga dapat dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk
merumuskan dan mengidentifikasi topik serta judul dalam suatu
penelitian.?® Metode penelitian pada hakikatnya merupakan disiplin ilmu

yang membahas tata cara pelaksanaan penelitian hukum secara sistematis.

Metode ini berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mempelajari,

% Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara,
2021), him. 13.
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menganalisis, dan memahami berbagai aspek yang menjadi objek penelitian

hukum,?” dengan uraian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi
ini adalah penelitian yuridis-normatif (library research). Metode
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau bahan sekunder belaka.?® Penelitian ini mencakup
pengumpulan data melalui studi pustaka, yang meliputi penelaahan
terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum,
doktrin, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi yang
relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana permasalahan
hukum yang diangkat akan diuraikan secara sistematis untuk
kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang
komprehensif. Peneliti berupaya untuk mendeskripsikan dan
menganalisis isu hukum yang menjadi fokus penelitian, dengan
tujuan untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan prinsip dan
kaidah hukum yang berlaku.

3. Pendekatan

27 Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, Penelitian Hukum, (Malang: Setara
Press,2022) him. 2.

2 Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), him. 3.
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Pendekatan yang berfokus pada penelitian yuridis-normatif dibagi

menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (statute

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah

(history approach), pendekatan komparatif (comparative approach)

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penyusun dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan
komparatif, dan pendekatan konseptual.
4. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 116/PUU-XXI1/2023 tentang Ambang Batas Parlemen.

b. Bahan hukum sekunder (penunjang dan bahan untuk membantu
menganalisis bahan hukum primer) berupa Peraturan Perundang-
Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan bahan hukum
lainnya.

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Kamus Hukum, dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan berbagai
bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan. Bahan hukum
tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen

akademik seperti skripsi dan jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, serta
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doktrin atau pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum yang
dihimpun akan digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab

permasalahan penelitian.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang disajikan
secara deskriptif. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara
deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan peristiwa atau kondisi
hukum secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh.
Selanjutnya, dianalisis secara mendalam untuk kemudian dirumuskan
menjadi kesimpulan yang dapat memberikan jawaban konkret

terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusun

membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bab, di antaranya

sebagai berikut;

1.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

. Bab kedua berisi tentang tinjauan umum atau pengembangan landasan

teori yang dipakai untuk menganalisis masalah dan memperkuat
kerangka teoritik dalam bab kesatu, yaitu teori kedaulatan rakyat,

representasi politik, dan parliamentary threshold,
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3. Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum terkait Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI1/2023 yang dimulai dari penjelasan
sejarah eksistensi parliamentary threshold dalam Pemilu di Indonesia,
terkait dinamika penerapan ambang batas parlemen terhadap partai
politik pada Pemilu di Indonesia.

4. Bab keempat merupakan intisari pembahasan untuk menjawab
rumusan masalah dari judul skripsi yang berisi penerapan ambang
batas parlemen dalam pemilu legislatif ditinjau berdasarkan teori
kedaulatan rakyat dan pengaturan ambang batas yang ideal untuk
Pemilu proporsional di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 116/PUU-XX1/2023.

5. Bab kelima memuat penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, dalam
bab ini disampaikan pula saran-saran yang dianggap relevan dan
diperlukan sebagai tindak lanjut atau kontribusi bagi pengembangan

ilmu hukum maupun praktik hukum yang terkait.
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setiap suara pemilih dapat terakomodasi secara adil sesuai dengan
prinsip kedaulatan rakyat.
B. Saran

1. Kepada legislator sebaiknya mempunyai Grand Design jika ingin
tetap menerapkan ambang batas parlemen, jika belum mempunyai
Grand Design yang sepertinya ideal untuk diterapkan alangkah
baiknya besaran angka ambang batas parlemen menjadi 0% agar tidak
banyak pihak yang dirugikan dan hanya menguntungkan pihak
tertentu.

2. Segera merevisi Pasal 414 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum mengenai penghapusan ambang batas parlemen kemudian
untuk mengantisipasi kekhawatiran munculnya banyak partai yang
mengganggu stabilitas politik alternatif yang ditawarkan adalah
dengan merevisi Pasal 2 ayat (3) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai
Politik mengenai sistem pembentukan parpol. Kombinasi
penghapusan ambang batas parlemen dan pengetatan syarat
pembentukan parpol akan menciptakan sistem pemilu yang lebih
demokratis dan representatif.

3. Kepada legislator sebaiknya mempunyai Grand Design jika ingin
tetap menerapkan ambang batas parlemen, jika belum mempunyai
Grand Design yang sepertinya ideal untuk diterapkan alangkah

baiknya besaran angka ambang batas parlemen menjadi 0% agar tidak
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banyak pihak yang dirugikan dan hanya menguntungkan pihak
tertentu.

. Segera merevisi Pasal 414 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum mengenai penghapusan ambang batas parlemen kemudian
untuk mengantisipasi kekhawatiran munculnya banyak partai yang
mengganggu stabilitas politik alternatif yang ditawarkan adalah
dengan merevisi Pasal 2 ayat (3) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai
Politik mengenai sistem pembentukan parpol. Kombinasi
penghapusan ambang batas parlemen dan pengetatan syarat
pembentukan parpol akan menciptakan sistem pemilu yang lebih

demokratis dan representatif.
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